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ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh KTPH Ndawi-Ndawi di kawasan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Kendari. Penelitian dilakukan di KTPH Ndawi-Ndawi Tahura Nipa-Nipa yang secara administratif berada di Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari, pada bulan Januari hingga Februari 2019. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program pengelolaan hutan belum dapat semua dapat terwujud dengan baik karena masyarakat memiliki pekerjaan lain di luar pengelolaan hutan. Perubahan kepengurusan di KTPH Ndawi-Ndawi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali melalui rapat anggota dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Kegiatan pertemuan anggota KTPH kini sudah tidak lagi dilaksanakan. Keberhasilan sebagian masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah dengan mengembangkan sistem pola tanam agroforestri. Pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah UPTD Tahura merupakan kewajiban yang dilakukan untuk memastikan efektif atau kegagalan pengelolaan hutan dan menghindari perambahan serta menjaga agar pengelolaan hutan tetap teratur sesuai dengan kaidah fungsi pengelolaan.

Kata Kunci : KTPH Ndawi-Ndawi, Manajemen Hutan, Tahura Nipa-Nipa

ABSTRACT

This study aims to determine the application of forest management carried out by KTPH Ndawi-Ndawi in the area of Kendari's Nipa-Nipa Forest Park. The study was conducted at KTPH Ndawi-NdawiTahuraNipa-Nipa which is administratively located in Gunung Jati Subdistrict, Kendari District, from January to February 2019. Using a qualitative descriptive analysis method.The results of the study show that the planning of forest management programs cannot all be realized properly because the community has other jobs outside of forest management. The change of management in KTPH Ndawi-Ndawi is carried out every 3 (three) years through member meetings and decision-making based on the most votes. The KTPH members' meeting activities are now no longer held.The success of some communities in forest management is by developing a system of agroforestry planting patterns. Monitoring and evaluation by the Government of the UPTD Tahura is an obligation carried out to ensure the effective or failure of forest management and avoid encroachment and to keep forest management organized in accordance with the rules of management functions.
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I. PENDAHULUAN

Hutan adalah tempat dimana masyarakat memenuhi kebutuhan ekonominya seperti bahan baku hasil hutan dan tempat bekerja, kebutuhan ekologi seperti tempat penyimpanan air dan mencegah banjir, dan kebutuhan sosial budaya seperti adanya tempat-tempat keramat, pemakaman para leluhur, dan tempat ibadah (Pratiwi, 2016). Berdasarkan fungsi pokok hutan terbagi menjadi, hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi (Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999). Lebih lanjut di dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa kawasan konservasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu : Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam, dan Taman Buruh. Adapun pada kawasan pelestarian terdapat Taman Hutan Raya.
Taman Hutan Raya (Tahura) merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukanasli (eksotik) yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi (Fajri, 2006). Adapun rencana pengelolaan Tahura sekurang-kurangnyamemuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan (Fajri, 2006). Tidak hanya itu, pengelolaan hutan yang baik juga harus memperhatikan aspek-aspek kelestarian hutan, seperti: aspek ekologi, produksi, serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan (Purnawan, 2006 ; Simon, 2006 dalam Ulya, 2014). 

Kehidupan masyarakat desa sekitar hutan tidak bisa dipisahkan dari keberadaan hutan tempat mereka menggantungkan hidupnya (Birgantoro & Nurrochmat, 2007). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa interaksi masyarakat dengan hutan cenderung tinggi ditandai dengan banyaknya masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari dalam kawasan hutan seperti pengambilan kayu bakar, berladang, berburu dan kegiatan pengambilan hasil hutan non kayu (Subarna, 2011; Sumanto & Takandjandji, 2014).
Masyarakat di sekitar hutan pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara sosial dan ekonomi dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain (Ginting et al., 2014). Sehingga dalam pengelolaan sumberdaya hutan seperti di Tahura Nipa-Nipa Kota Kendari masyarakat tani khususnya yang berada disekitar kawasan hutan membentuk suatu kelembagaan Kelompok Tani Pelestari Hutan (KTPH). Kelembagaan KTPH ini merupakan kelompok tani yang dibentuk oleh masyarakat dengan mewujudkan tujuan bersama dalam mengelola hutan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memperhatikan kelestarian hutan. Hal tersebut diterapkan agar dalam pengelolaan sumberdaya hutan dapat bermanfaat secara ekologi, ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mencoba mengkaji tentang “Penerapan Fungsi Pengelolaan Hutan di Kawasan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa”.
II. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di  KTPHNdawi-Ndawi yang berada pada titik kordinat 3057′1.91″ LS dan 122035′1,86″ BT Kawasan TahuraNipa-Nipa yang secara administrasi berada diKelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama dua bulan yakni pada bulan Januari sampai Februari 2019.Letak wilayah Kelompok Tani Pelestari Hutan Ndawi-Ndawi berada di perbatasan Kelurahan Gunung Jati dan area perlindungan TahuraNipa-Nipa dengan luas area 29,621 Ha.Tahura Nipa-Nipa sebagai kawasan flora dan fauna berada pada ketinggian 25 -500 m (dpl), memiliki topografi landai, serta berbukit bahkan bergunung.Kelerengan berada antara 15 sampai 40 %, denngan tipe iklim D. dan curah hujan tahunan rata-rata 1.900 mm. Suhu berkisar antara 19° hingga 33°C dengan kelembaban 83%. Tipe ekosistem hutannya termasuk hutan dataran rendah dan hutan pegunungan rendah.Jenis tanah di Tahura Nipa-Nipa terdiri dari dua  jenis tanah yaitu (1) Brown Forest Soil, mediteran merah kuning, litosol dan (2) podsolik merah kuning (BPS Kota Kendari, 2017).
2.2. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dan pengurus KTPH Ndawi-Ndawi dan Pemerintah Daerah setempat. Pihak pemerintah terdiri dari dua yaitu : Pemerintah UPTD Tahura Nipa-Nipa dan Pemerintah Kelurahan Gunung Jati. Pemilihan sampel responden menggunakan pendekatan purposive sampling, artinya pemilihan responden dilakukan secara sengaja dan dianggap berkompoten memberikan informasi yang terdiri dari pihak UPTD Tahura Nipa-Nipa 2 (dua) responden, pihak pemerintah kelurahan 2 (dua) responden dan anggota KTPH 10 (sepuluh) responden.
2.3. Variabel Penelitian
Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah pengelolaan hutan  meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
2.4. Analisis Data

a. Perencanaan

Indikator yang diamati untuk varibel yang dilakukan dalam perencanaan yaitu sebagai berikut: apakah masyarakat membuat perencanaan pengelolaan hutan dan jenis-jenis perencanaan seperti apa saja yang diterapkan dalam pengelolaan hutan: (1) Program Perencanaan jangka pendek, dan panjang; (2) Rencana jenis tanaman yang dikembangkan dalam pengelolaan hutan: Tanaman Kehutanan, Perkebunan, Buah, Pangan dan Obat-Obatan;(3) Jenis pola tanam, biaya yang dikeluarkan, dan waktu panen (tahun/bulan): tanaman kehutanan, perkebunan, buah, pangan dan obat-obatan, serta; (4) Keterlibatan pemerintah dalam pelaksaanaan program KTPH Ndawi-Ndawi ketika melakukan pengelolaan hutan (Ardin, 2019).
b. Pengorganisasian

Indikator yang diamati untuk varibel yang dilakukan dalam pengorganisasian yaitu ada atau tidaknya persyaratan jika menjadi anggota KTPH, ada atau tidaknya pertemuan (mingguan, bulanan dan tahunan) dan ada atau tidaknya periode kepengurusan, penunjukan ketua dan pengambilan keputusan dalam KTPH Ndawi-Ndawi (Ardin, 2019).

c. Pelaksanaan

Indikator yang diamati untuk varibel yang dilakukan dalam pelaksanaan yaituada atau tidaknya pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan: (1) forest establishment (pembangunan hutan); (2) forest culture (pemeliharaan hutan); (3) forest harvesting (pemanenan hasil hutan berupa hasil hutan non kayu); (4) forest processing (pengolahan hasil hutan), serta; (5) marketing (pemasaran), apakah pihak pemerintah berkontribusi terhadap pelaksanaan program dan sejauh mana keterlibatan pihak pemerintah dalam pengawasan terhadap pengelolaan yang di lakukan oleh KTPH.
d. Pengawasan dan Evaluasi

Indikator yang diamati untuk varibel yang dilakukan dalam evaluasi yaituapakah masyarakat dan pemerintah ikut melakukan monitoring maupun evaluasi dari seluruh kegiatan masyarakat di KTPH Ndawi-Ndawi dalam pengelolaan hutan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan hutan yang didasarkan pada kaidah fungsi manajemen agar tujuan dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) (POAC), yang telah ditetapkan bisa berdampak pada perbaikan kondisi tanah dan hasilnya bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat itu sendiri.Pembagian fungsi manajemen (POAC) masing-masing memiliki fungsi yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem dimana masing-masing unsurnya tidak boleh terlepas satu sama lain. Artinya, dalam proses pengelolaan hutan yang dilakukan di KTPH Ndawi-Ndawi antara hubungan pemerintah UPTD Tahura, Pemerintah Kelurahan dan anggota KTPH Ndawi-Ndawi harus memiliki kesepahaman dalam menerapkan kaidah-kaidah fungsi manajemen agar konsep yang dibangun dapat berorientasi pada perbaikan ekosistem.
3.1. Perencanaan
Perencanaan adalah merupakan fungsi manajemen yang paling dasar dibandingkan dengan fungsi manajemen lainnya.Hal ini dapat dipahami, karena memang pelaksanaan fungsi manajemen lainnya sangat bergantung pada fungsi perencanaan (Budiarto danMarta, 2017). Perencanaan program pengelolaan hutan di Kelompok Tani Pelestari Hutan (KTPH) Nadawi-Ndawi disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kegiatan Perencanaan Program Pengelolaan Hutan KTPH Ndawi-Ndawi Tahan 2019
	No.
	Kegiatan Perencanaan
	Aktifitas yang di Lakukan
	Pelaksanaan Program Oleh Responden
	Presentase (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Jangka Waktu Perencanaan

	
	a. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek
	· Merencanakan berkolaborasi dengan pemerintah dalam pemetaan wilayah pada blok perlindungan, pemanfaatan, dan blok lainnya termasuk pembagian lahan yang akan dikelola oleh anggota KTPH.

· Merencanakan Pembersihan atau pembukaan lahan

· Merencanakan Pembibitan dan pemupukan

· Merencanakan Melakukan penghijauan seperti penyulaman tanaman jika terjadi gagal tumbuh seperti jenis tanaman kehutanan.
	10
	100

	
	b. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek
	· Merencanakan kegiatan Pemanenan Non Kehutanan seperti Multi guna
	10
	100

	
	c. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang
	· Menjaga dan  mengawasi seluruh aset yang ada di dalam kawasan TahuraNipa-Nipa.

· Pengembangan usaha-usaha KTPH.

· Pendidikan dan pelatihan serta pembinaan pada masyarakat anggota KTPH.

· Rehabilitasi kawasan yang rusak.

· Pemeliharaan tanaman.
	10
	100

	2.
	Rencan Pola Tanam
	Campuran/Agroforestri
	8
	80

	3.
	Renacan Biaya yang di Keluarkan
	Menyesuaikan keadaan ekonomi dan subsidi pemerintah
	6
	60


 Sumber: Data Primer Tahun 2019
Perencanaan dalam pengelolaan hutan yang dilakukan di KTPH Ndawi-Ndawi berdasarkan hasil penelitian bahwa jangka waktu program perencanaan terbagi tiga yaitu rencana program jangka pendek, menengah dan rencana jangka panjang. Perencanaan jangka panjang yaitu ditetapkan untuk jangka waktu 20-25 tahun dan dilakukan evaluasi paling sedikit dilakukan setiap 20 atau 25 tahun sekali. Perencanaan jangka menengah adalah penjabaran dari rencana jangka panjang, sehingga periodisasinya setiap  5 (lima) tahun. Perencanaan jangka pendek yaitu ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa). Terkadang rencana jangka pendek tidak dihitung setiap tahunnya, karena pencapaiannya bisa saja terjadi lebih dari satu tahun. 
Berdasarkan hasil wawancara pada penerapan fungsi perencanaan, terdapat 3 (tiga) item perencanaan yaitu, rencana berdasarkan jangka waktu, rencana pola tanaman, dan rencana biaya. Untuk rencana berdasarkan jangka waktu, 100% anggota KTPH Nadawi-Ndawi melakukan rencana tersebut. Meskipun tidak tertulis secara detil, akan tetapi semua itu dapat terangkum melalui keterangang-keterangan yang diberikan. Untuk rencana berdasarkan pola tanam yang dikembangkan, maka sekitar 80% petani merencanakan dengan sistem agroforestri dianatranya adanya percampuran antara tanaman kehutanan seperti : Jati (Tectonagrandis), Biti (vitex cofassus), dan Kulahi (Fragrarea fragrans ); perkebunan seperti : Cengkeh (Syzygiumaromaticum), Kelapa (Cocos nucifera), dan  kakao ( Theobroma cacao L); dan Tanaman Buah seperti : Rambutan (Nephelium lappaceum), Jambu Mete (Anarcadiumocidentale), dan Nangka (Artocarpus heterophyllus); pangan seperti : Jagung (Zea mays) dan Ubi Kayu (Manihotutilissima); Tanaman Obat-Obatan seperti : Jarak (Ricinuscommunis), Jahe (Zhingiberofficinale), dan Daun Sre (Cymbopogonciratus)
Pada umumnya jenis-jenis tanaman yang digemari oleh petani KTPH Ndawi-Ndawi untuk ditanam tergolong tanaman multi guna. Hal ini senada apa yang disanpaikan oleh Nurlia et al. (2018); Nursjahbani (2017) bahwa Jenis tanaman yang dipilih oleh masyarakat adalah Jenis tanaman durian (Durio zibetinus), rambutan (Nephelium lappaceum), karet (Hevea brasiliensis), alpukat (Percea amiricana), pala (Myristica fragrans), aren Arenga piñata) dan kelapa (Cocos nucifera). 
Berkaitan rencana biaya, umumnya petani juga mempersipkan sendiri modal dalam ikut mengembangkan lahan andil yang mereka kelola. Meskipun sesungguhnya subsidi dari pemerintah terkait, tetap menjadi harapan bagi petani dalam rangka menjaga dan melestarikan hutan sekaligus dapat memecahkan permasalahan social ekoniomi yang dihadapi masyarakat.
3.2. Pengorganisasian

Peran suatu organisasi atau lembaga KTPH dengan baik dalam upaya merealisasikan seluruh rencana atau tujuan yang telah ditentukan dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan visi hutan lestari masyarakat sejahtera (Ardin, 2019). Keterlibatan pemerintah dalam membina kelompok masyarakat mempunyai peran strategis untuk menjaga dan melestarikan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa. Demikian pula keterlibatan para pemangku kepentingan lainnya. Pemangku kepentingan yang turut serta dalam pengelolaan secara kolaboratif pada Tahura Nipa-Nipa dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Pemangku kepentingan di Tahura Nipa-Nipa Tahun 2019
	No.
	Pemangku Kepentingan
	Kepentingan
	Peran

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.
	Dinas Kehutanan dan UPTD TahuraNipa-Nipa
	a) Tanggungjawab Pengelolaan

b) Kelestarian Hutan

c) Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan
	· Program dan kegiatan pengelolaan

· Penempatan dan peningkatan SDM

· Pengelola Pemberdayaan masyarakat

	2.
	Lembaga Pendidikan dan Penelitian
	Pendidikan dan Penelitian
	Menyediakan, menyajikan dan memberi masukan terkait data-data yang diperlukan dalam pengelolaan hutan

	3.
	Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM)
	a) Kelestarian kawasan

b) Pemberdayaan masyarakat
	· Penguatan kelembagaan
· Pemberdayaan masyarakat

	4.
	Masyarakat (Kelompok Tani Pelestari Hutan)
	a) Tanggung jawab pengelolaan

b) Sumber mata pencaharian
	· Mendukung kegiatan pengelolaan

· Menjaga kawasan tetap lestari

· Kesejahteraan masyarakat


Sumber: Data Primer Tahun 2019 
Struktur keorganisasian KTPH Ndawi-Ndawi terdiri dari Ketua KTPH yang diangkat melalui Rapat Anggota (RAT) bersama dengan pembina dan pendamping. Ketua KTPH yang memiliki peran dan tugas memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus, memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja dan mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua divisi  agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja sebuah lembaga. Kemudian dibantu oleh sekretaris KTPH yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan, melakukan koordinasi antar pengurus dan antar kelembagaan, bersama ketua membuat surat Keputusan dan rencana kerja organisasi. Bendahara sebagai pengontrol pendanaan dalam KTPH yang memiliki tugas memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja. Selanjutnya terdapat pula seksi administrasi yang memiliki peran mengordinasikan seluruh aktivitas kesekretariatan dan tata usaha organisasi dan mempertanggung jawabkan kepada sekretaris. Seksi operasional yang memiliki tugas mencakup pemantauan dalam melakukan pengelolaan dan pengarahkan tiap–tiap anggota agar dalam menjalankan tugasnya bisa lebih optimal lagi dan apa yang menjadi target dari lembaga itu bisa tercapai. Kemudian turun kepada Anggota KTPH.
Keanggotaan KTPH Ndawi-Ndawi ditentukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan secara bersama antara masyarakat dan pemerintah. Untuk menjadi anggota di KTPH Ndawi-Ndawi Kelurahan Gunung Jati harus memenuhi persyaratan yaitu: a) masyarakat Kelurahan Gunung Jati; b) memiliki lahan kelola pada blok lainnya dan tidak menambah areal tersebut pada kawasan yang telah di kelola; c) tidak memindahtangankan, atau menjual areal yang telah dikelola; dan d) taat dan patuh menjalankan peraturan yang berlaku dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa. Keseluruhan masyarakat yang tergabung dalan anggota KTPH telah melengkapi semua persyaratan untuk menjadi anggota sehingga tidak ada lagi masalah dalam hal ini. Lebih jelasnya struktur Organisasi KTPH Ndawi-Ndawi dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi Kepengurusan KTPH Ndawi-Ndawi

Secara umum batasan pengorganisasian adalah merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga membentuk suatu wadah yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian jelas bahwa pengorganisasian merupakan langkah pertama kearah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien agar dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari (Budiarto dan Marta, 2017).
Ketentuan yang disepakati selain persyaratan untuk menjadi anggota KTPH, terdapat pula kegiatan-kegiatan pertemuan yang dilakukan berdasarkan jangka waktu pertemuan sesuai hasil kesepakatan yaitu pertemuan mingguan, bulanan dan tahunan. Kegiatan pertemuan anggota KTPH sesuai dengan jangka waktu pertemuannya membahas beberapa agenda kegiatan pada setiap pertemuan serta jumlah pertemuan yang dilakukan untuk tiap jangka waktu pertemuan. Pertemuan mingguan dilakukan antara Ketua KTPH bersama anggotanya dengan pembahasan pertemuan yaitu evaluasi mingguan perkembangan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masing-masing anggota KTPH dengan jumlah pertemuan setiap minggunya yaitu 1 kali dalam seminggu (4 kali dalam sebulan). Namun, pada kenyataannya masyarakat yang tergabung dalam anggota KTPH Ndawi-Ndawi memiliki waktu kegiatan yang lebih banyak di luar dari pengelolaan hutan, sehingga pada saat ini anggota KTPH Ndawi-Ndawi tidak pernah lagi melakukan pertemuan mingguan. Alasan tidak berjalannya kegiatan pertemuan mingguan karena belum ada lagi bantuan pengadaan bibit dari pemerintah atau stakeholder yang lainnya. Kegiatan Lembaga KTPH Ndawi-Ndawi dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kegiatan Keorganisasian dalam Kelompok Tani.

	No.
	Kegiatan Keorganisasian
	Aktifitas yang di Lakukan
	Pelaksanaan Program Oleh Responden
	Presentase (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Persyaratan Menjadi Anggota KTPH
	· Masyarakat Kelurahan Gunung Jati.

· Memiliki lahan kelola pada blok lainnya

· Tidak memindahtangankan, atau menjual areal yang telah dikelola.

· Taat dan patuh menjalankan peraturan yang berlaku dalam kawasan TahuraNipa-Nipa.
	10
	100

	2.
	Keikutsertaan dalam Pertemuan

	
	a. Pertemuan Mingguan
	Ketua dan anggota KTPH melakukan evaluasi 1 kali dalam seminggu (4 kali dalam sebulan)
	10
	100

	
	b. Pertemuan Bulanan
	Keberhasilan dan target bulanan berdasarkan hasil pembagian bibit dan pupuk dilaksanakan 1 kali dalam sebulan
	10
	100

	
	c. Pertemuan Tahunan
	· Pembahasan pengelolaan lahan dan keberhasilan tanaman, serta tanaman apa yang berpotensi baik untuk dikelola dalam upaya memperbaiki kondisi lahan.

· Target program kerja tahun selanjutnya.

Dilaksanakan 1 kali setiap tahun untuk keseluruhan KTPH di TahuraNipa-Nipa
	10
	100

	3.
	Periode Kepengurusan
	3 Tahun
	10
	100

	4.
	Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah
	Suara Terbanyak
	10
	100


Sumber: Data Primer Tahun 2019
Pertemuan bulanan juga saat ini tidak pernah lagi berjalan. Terakhir ini diadakan pertemuan bulanan dalam bentuk pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat. Pembagian bibit digilir satu persatu KTPH untuk keseluruhan KTPH yang ada di Tahura Nipa-Nipa (17 KTPH) oleh pemerintah sehingga, berdasarkan hasil penelitian bahwa baru satu kali dilakukan pembagian bibit jati, ketapang, biti, mangga dan rambutan, yang dirangkaikan dengan kegiatan pembinaan.
Pertemuan tahunan dilakukan diluar dari jadwal pertemuan mingguan dan bulanan dengan sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh ketua, sekretaris dan bendahara KTPH secara keseluruhan dari masing-masing KTPH yang ada di Tahura Nipa-Nipa bersama Pemerintah UPTD Tahura Nipa-Nipa untuk mengevaluasi berjalan atau tidaknya kegiatan pengelolaan hutan pada setiap KTPH dan keberhasilan tiap-tiap KTPH dalam proses pengelolaan. Ketentuan tentang periode kepengurusan di KTPH Ndawi-Ndawi dan pergantian kepengurusan dalam KTPH Ndawi-Ndawi, bahwa pergantian periode kepengurusan di KTPH Ndawi-Ndawi yaitu dilakukan setiap tiga (3) tahun sekali. Pemilihan ketua KTPH dilaksanakan yakni melalui mekanisme musyawarah anggota KTPH Ndawi-Ndawi dan pengambilan keputusan dalam musyawarah diambil berdasarkan suara terbanyak.
3.3. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pelaksanaan pola tanaman yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam KTPH Ndawi-Ndawi cenderung menggunakan pola tanam campuran (agroforestry) antara tanaman kehutanan dan tanaman perkebunan dan atau tanaman buah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukaddas (2017), bahwa bentuk pola taman yang diusahakan oleh Kelompok Tani Pelestari Hutan (KTPH) di Kawasan Tahura Nipa-Nipa adalah sistem agroforestri. Penerapan teknologi melalui pengembangan sistem pola tanam agroforestry (Arniawati et al., 2016), bertujuan agar dalam upaya melakukan perbaikan kondisi fisik tanah serta fungsi ekologi hutan Tahura, disamping itu, masyarakat juga dapat memperoleh manfaat ekonominya dari hasil sistem agroforestri tersebut. Pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan di KTPH Ndawi-Ndawi dalam pengelolaan lahan di Tahura Nipa-Nipa secara berkelanjutan dapat lihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan

	No.
	Kegiatan Pelaksanaan
	Aktifitas yang di Lakukan
	Pelaksanaan Program Oleh Responden
	Presentase (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Pembangunan Hutan (Forest Establishment)
	· Penyiapan, pembersihan lahan, pembakaran lantai hutan dilakukan sebelum melakukan  penanaman.

· Pembibitan: bibit tanaman diperoleh baik dari bantuan pemerintah maupun bibit yang diusahakan sendiri.

· Memperbaiki jarak tanam
	10
	100

	2.
	Pemeliharaan Hutan (Forest Culture)

	
	a. Penyulaman
	Penyulaman dilakukan pada tanaman yang mengalami kegagalan dalam proses pertumbuhan, seperti tanaman Rambutan dan Jambu mette 
	3
	30

	
	b. Penyiangan
	Membersihkan gulma berupa alang-alang dan rumput liar.
	10
	100

	
	c. Pendangiran
	Pendangiran/penggemburan dilakukan sebelum malakukan penanaman.
	10
	100

	
	d. Pemupukan
	Memperbaiki unsur hara yang terdapat didalam tanah, sehingga kemungkinan gagalnya suatu tanaman dapat diminimalisir. Jenis pupuk yang di gunakan yaitu pupuk NPK atau pupuk kandang.
	8
	80

	
	e. Pemangkasan
	Pemangkasan dilakukan untuk mengurangi mata kayu dan memperbaiki jarak tumbuh tanaman dari gangguan hama.
	6
	60

	
	f. Pengendaliah hama dan penyakit
	Untuk memastikan tanaman yang ditanam tidak diganggu oleh hama berupa babi, monyet serta gangguan yang disebabkan oleh gulma.
	9
	90

	
	g. Keamanan dan Pengawasan
	Untuk menjaga agar hama tidak masuk di dalam perkebunan masyarakat. oleh karena itu, dibuatkan pagar mengelilingi areal kebun.
	9
	90

	3.
	Pemanenan Hasil Hutan Non Kayu (Forest Harvesting)
	Pemanenan dilakukan pada tanaman buah rambutan, mangga dan jeruk. Pemanenen yang dilakukan pada blok lainnya seperti jagung, ubi kayu, daun sre, cabe rawit, kelapa, kacang panjang, nanas dan jahe.
	10
	100

	4.
	Pengelohan Hasil Hutan (Forest Processing)
	Merubah bentuk hasil hutan non kayu kedalam bentuk yang sudah siap saji atau dikonsumsi, seperti kerupuk, manisan, dll
	3
	30

	5.
	Pemasaran Hasil Hutan (Forest Marketing)
	Pemasaran terkait hasil panen masyarakat anggota KTPH
	10
	100
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Pengelolaan TahuraNipa-Nipa dalam upaya menjaga kelestariannya, selain agar dapat memperbaiki fungsi ekologi dan dapat memberikan manfaat ekonomi, kelestarian fungsi sosialnya juga menjadi salah satu dampak yang sangat penting. Kelestarian fungsi sosial diukur dengan menggunakan empat kriteria, yaitu: (1) kejelasan tentang hak penguasaan dan pengelolaan lahan atau areal hutan yang dipergunakan; (2) keterjaminan dalam pengembangan dan ketahanan ekonomi komunitas; (3) terbangun pola hubungan sosial yang setara dalam pemanfaatan; dan (4) keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas (Mukaddas, 2017).

Penerapan fungsi pengelolaan yang dilakukan masyarakat di KTPH Ndawi-Ndawi dalam pengelolaan hutan di Tahura Nipa-Nipa secara berkelanjutan yaitu (Ardin, 2019) : pembangunan hutan, pemeliharaan hutan, pemanenan hutan, pegolahan hasil hutan dan pemasaran hasil hutan. Dari kelima elemen ini pada umumnya hampir semua petani melakukanya sendiri. Namun, ada 3 (tiga) elemen kegiatan yang minim dilakukan oleh petani seperti, penyulaman, pemangkasan, dan pengolahan hasil hutan. Alasan konkrit mengapa petani jarang melakukan kegiatan kegiatan tersebut adalah selain akan mengeluarkan lagi biaya tambahan, disamping itu juga akan menyita waktu. Padahal para petani umumnya mempunyai kegiatan lain selain bertani yakni sebagai buruh pelabuhan.

3.4. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan yang dilakukan oleh KTPH Ndawi-Ndawi, dalam pengelolaan lahan Tahura Nipa-Nipa adalah dilakukan oleh anggota kelompok tani diawasi langsung oleh Ketua KTPH Ndawi-Ndawi. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memantau kondisi lahan yang dikelola oleh masyarakat kelompok tani agar tidak melewati batas yang telah ditetapkan demi menghindari terjadinya perambahan. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh Ketua dan anggota KTPH secara bersama-sama dan akan menjadi pembahasan dalam pertemuan mingguan. Hasil dari pertemuan tersebut,  selanjutnya akan dilaporkan kepada pemerintah UPTD Tahura Nipa-Nipa. Hal ini juga akan berkelanjutan pada kegitan pertemuan bulanan yang akan dijadikan sebagai target program tahun selanjutnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarto dan Marta (2017), bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dan pengoreksian dari pada pelaksanaan seluruhkegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkansebelumnya.
Evaluasi oleh Pemerintah UPTD TahuraNipa-Nipa merupakan suatu kewajiban khusus yang dilaksanakan setiap 6 bulan atau 2 kali dalam setahun, serta berlaku di seluruh KTPH Tahura Nipa-Nipa. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan efektif atau tidaknya pengelolaan lahan serta mengetahui perkembangan masing-masing KTPH di Tahura Nipa-Nipa terkhusus KTPH Ndawi-Ndawi. Selanjutnya hasil dari pengawasan, Pemerintah UPTD Tahura Nipa-Nipa akan memutuskan tindakan apa saja yang akan dilakukan selanjutnya.

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa program kerja yang disarankan pemerintah dalam pengembangan pengelolaan hutan di KTPH Ndawi-Ndawi belum terealisasi dengan baik .Secara umum pengelolaan hutan dari segi perencanaan program kerja tidak semua program dapat terealisasi dengan baik karena masyarakat memiliki kesibukan lain diluar pengelolaan hutan. Terdapat syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota KTPH Ndawi-Ndawi dan pergantian kepengurusan di KTPH Ndawi-Ndawi dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun melalui musyawarah anggota dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Kegiatan-kegiatan pertemuan anggota KTPH saat ini tidak pernah lagi dilaksanakan. Keberhasilan sebagian masyarakat yang mengelola hutan yaitu dengan mengembangkan sistem pola tanam agroforestri. Pengawasan dan evaluasi dari Pemerintah UPTD terkait efektif atau tidaknya pengelolaan hutan agar tidak melewati batas dan menghindari terjadinya perambahan tidak pernah dilaksanakan.
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